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BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 31,2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 29.B
TAHUN 2014 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATENINDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a.  bahwa guna penyeragaman format tata naskah dinas
. surat perjalanan dinas dan pengaturan mengenai
setempel Unit Pelaksana Daerah, maka Peraturan
Bupati Indramayu Nomor 29.B Tahun 2014 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat = A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
' Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 2851);




Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2964);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5035);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589},

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang
Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 176);



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabhun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1958 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636},

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang
Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 678 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Peraturan Daerah Kahupaten Indramayu Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten [ndramayu (Lembaran
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);



Menetapkan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.B Tahun 2014
tentang Tata Naskah [inas di Lingkungan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah
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18.
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PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 29B
TAHUN 2014 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

Peraturan Bupali Indramayu Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas hagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indramayu (Berita Daerah
Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 5);

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 31 Tahun 2017
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daecrah
dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Indramayu {Berita Daerah
Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 38.3);

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor t Tahun 2018)

MEMUTUSKAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Pasal

Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 29.B}, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dan angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

19. Kelurahan (ipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah

Pasal 1

selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat;

20. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit

Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Indramayu



2. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 selengkapnya herbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35

{1) Kepala UPTD menandatangani naskah dinas dalam hentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas :

surat biasa;
surat perintah;
surat perjanjian;
surat perintah tugas;
surat perintah perjalanan dinas;
surat kuasa;
surat undangan;
surat keterangan melaksanakan tugas;
surat panggilan;
nota dinas;
nota pengajuan konsep naskah dinas;
lembar disposisi;
. telaahan staf;
pengumuman;
laporan;
rekomendasi;
berita acara,
merno;
daftar hadir;
surat pengantar.
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(2) Kepala UPTD atas nama kepala dinas, menandatangani naskah dinas
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
terdiri atas :

a, surat biasa;
surat keterangan;
surat perintah;
nota dinas;
daftar hadir.
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3. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39

(1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas :

surat biasa,
surat keterangan;
surat perintah;
surat izin;
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surat perjanjiamn
surat perintah tugas,
surat perintah perjalanan dinas;
surat kuasa;
surat undangan;
surat panggilan;
nota dinas;
nota pengajuan konsep naskah dinas;
. lembar disposisi;
telaahan staf;
pengumuman;
laporan;
rekomendasi;
berita acara;
memo;
daftar hadir;
. surat pengantar;
(2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas:
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surat biasa;
surat keterangan;
surat perintah;
surat undangan.
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4. Ketentuan Pasal 46 huruf ¢ diubah, sehingga Pasal 46 selengkapnya berbuny i

sebagai berikut:
Pasal 46

(1} Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b,
terdiri atas :
a. Stempel SKPD dan atau lembaga lain;

b. Stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
c. Stempel UPTD.

{2) Bentuk dan Susunan Naskah Dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan
Bentuk, ukuran dan isi Stempel Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD),
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.




Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
?gda tanggal 23 Nsyet 2918

e
/ _BYPA 1 INRAMAU,

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR: 31.2



